
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas 

Lang 

Lang 

I l 

a ten 

82, 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem aran 

12 Tahun 2011 2. Undang-Undang Nomor 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Ling 

Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Republik Ind 

Tahun 1950 Nomor 42); 

13 Tahun 1950 1. Undang-Undang Nomor Mengingat 

Perubahan Alas Peraturan Bupati Wonogiri Norn 

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri; 

Fungsi Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Wonogiri perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim 

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati te Lang 

Menimbang a. bahwa dengan terbiinya Peraturan Menteri Dalam 

Republik Indoensia Nomor 90 Tahun 2019 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Peraturan upati 

Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Togas dan 

BUPATI WONOGIRI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 72 TAHUN 2020 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINS! JAWA TENGAH 

SALIN AN 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 72 TAHUN 2 16 
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN WONOGIRI 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 te Lang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Ind nesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5887); II 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen latur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( erita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7); II 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 ahun 

2016 lentang Pembentukan Dan Susunan 

Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah paten 

Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tarnbahan Le baran 

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156); 

tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind 

Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-U dang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tam ahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); II 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admin strasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Re 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah d ngan 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2020 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind 

Nomor 6573); II 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembenJukan 

Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran ~fgara 

Republik lndoensia Tahun 2019 Nomor 183, Tarn~ahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 11 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ap 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Re 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 



(1) Sub Sidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan ahan 

perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan t knis, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penu jang, 

pembinaan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan 
penyusunan APSD pada Dinas Daerah. 11 

(2) Sub Sidang Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penu a!lg, 

pembinaan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan 

penyusunan APSD pada Sadan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekre ariat 

DPRD, Kecamatan dan Inspektorat. 

Pasal 15 

Seberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sadan Pengelolaan Keuangan D rah 

Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomo 72) 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 11 

Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) diubah sehingga berbunyi s 
berikut: 

II 

11 

Pasal I 

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN 
PERATURAN SUPATI WONOGIRI NOMOR 72 TAHUN 
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SADAN PENGELO 
KEUANGAN DAERAH KASUPATEN WONOGIRI. 

Menetapkan 

9. Peraturan Supati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 te 

Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Pera 

Daerah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabu 

Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah di bah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Supati Wo 

Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Supati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 te 

Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Pera 

Daerah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabu 

Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66); II 

10. Peraturan Supati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 te Lang 

Tugas Pokok dan Fungsi Sadan Pengelolaan Keua gan 

Daerah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabu 

Wonogiri Tahun 2016 Nomor 72); 

MEMUTUSKAN : 



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 72 

HARYONO 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN WONOGIRI, 
TTD 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 22 Desember 2020 

JOKO SUTOPO 

BUPATI WONOGIRI, 
TTD 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 22 Desember 020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera ran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogi i. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

pembinaan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan clan 
penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon angiaran 
sernentara, perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan pri~ritas 
plafon anggaran sementara, perencanaan dan penyusunan APBD pada 

belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

penyiapan bahan 

dukungan t9knis, 
fungsi penurijang, 

(3) Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas melakukan 

perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 


